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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan
keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung
jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya
disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan,
akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi
keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Kehadiran seorang anak
merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena
anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan
sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita
bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Setiap anak dapat atau
mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani
maupun sosial.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak

memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah amanah yang harus



dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak adalah tempat orang tua
mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga penyambung keturunan, sebagai
investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala
usia lanjut. la dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga
dapat mengontrol status sosial orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara,
membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh
tanggung jawab dan kasih sayang.

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Akan tetapi, hal itu
tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang
tidak beruntung dengan pemenuhan haknya. Hak-hak yang dimaksud, secara mendasar
meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Anak
sebagai penerus keluarga dan cikal bakal menjadi pimpinan dalam masyarakat dan
negara, sejak dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga tidak
menjadi hambatan kultural, sosial, politik, dan hukum bagi perkembangannya di masa
mendatang. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim
seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam
masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zinah, dan
sebagainya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu
kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan
yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak

pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai



kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga
merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan
di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar
kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak
dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang
Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor
Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara
agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan
yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh
karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan
mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi
pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk
membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat identitas
seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan
oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar daripada suatu

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.



Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang
bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang
teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan
aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi,
kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah
kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik
oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran
memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Akta Kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anakanak,
anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan
tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status
seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Saat ini banyak anak
luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempuyai akta kelahiran,
hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak
yang lahir kedunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul tinjauan
hukum penerbitan akta kelahiran terhadap anak di luar nikah pada kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:



1. Bagaimana eksistensi penerbitan akta kelahiran anak di luar nikah serta akibat
hukumnya di Kota Gorontalo?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo dalam

menerbitkan akta kelahiran anak di luar nikah dan upaya pemecahannya?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Eksistensi penerbitan akta kelahiran anak di luar nikah serta akibat hukumnya di Kota
Gorontalo.

2. Hambatan yang dihadapi oleh dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo dalam menerbitkan

akta kelahiran anak di luar nikah dan upaya pemecahannya.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya yang terkait

dengan Hukum Waris.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi
berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



